
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menguatkan perekonomian 

daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya 

saing daerah sehingga perlu diwujudkan kemudahan 

pelayanan dan diciptakan iklim penanaman modal yang 

kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, 

keadilan dan efisien dengan tetap menjaga keberlanjutan 

lingkungan; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur

Struktur Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman

Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015

tentang Penanaman Modal dipandang sudah tidak sesuai

dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan

perubahan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesa Nomor 4724) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024      

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6905); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801);  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 4 -

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6330); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6618);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
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16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);  

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2021 Nomor 128); 

19. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 160); 

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 

21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1196); 

22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 524); 

23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal   

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84); 
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24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 

25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 272); 

26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 4/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 82); 

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 23/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 65); 

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); 

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 30/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 72); 

31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 

2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun  2023 

Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun 

Nomor 110); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALI KOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG 

PENANAMAN MODAL. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun     

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 23/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 65), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan angka 5, angka 7, dan angka 8 Pasal 1 diubah, 

angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 32 sampai 

dengan angka 40 Pasal 1 dihapus, di antara angka 24 dan 

25 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a, serta 

menambah 3 (tiga) angka yaitu angka 44, angka 45, dan 

angka 46, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun. 

4. Dihapus. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Madiun. 
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6. Dihapus. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala 

DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. 

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non 

kementerian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Kota Madiun.  

10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah Kota Madiun yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan 

menggunakan modal dalam negeri. 

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat 

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia khususnya di Kota Madiun yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.  

12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 

berupa penanam modal dalam negeri dan penanam 

modal asing. 

13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan 

warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, 

negara Republik Indonesia, atau daerah yang 

melakukan penanaman modal di wilayah negara 

Republik Indonesia. 

14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, dan/atau 

pemerintah asing yang melakukan penanaman 

modal di wilayah negara Republik Indonesia. 
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15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain 

yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal 

yang mempengaruhi nilai ekonomis. 

16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 

asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum 

Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh pihak asing 

17. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia, perseorangan warga 

negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan 

suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 

perizinan dan nonperizinan yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 

dilakukan dalam satu tempat. 

19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 

melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

20. Dihapus. 

21. Dihapus. 

22. Dihapus. 

23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai 

perkembangan kegiatan perusahaan penanaman 

modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang 

ditetapkan.  

24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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24a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.   

25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

26. Tenaga Kerja Daerah adalah Warga Negara Indonesia 

penduduk Kota Madiun. 

27. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 

Indonesia. 

28. Pemerintah Daerah lain adalah selain Pemerintah Kota 

Madiun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

29. Pihak Luar Negeri adalah adalah Pemerintah Negara 

Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Badan-

badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional 

lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat 

luar negeri serta Badan Usah Milik Pemerintah 

Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri dan 

swasta luar negeri. 

30. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah 

Daerah kepada penanam modal dalam rangka 

medorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

31. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas 

dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk 

mempermudah setiap kegiatan penanaman modal 

dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 

modal di daerah. 

32. Dihapus. 
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33. Dihapus. 

34. Dihapus. 

35. Dihapus. 

36. Dihapus. 

37. Dihapus. 

38. Dihapus. 

39. Dihapus. 

40. Dihapus. 

41. Dihapus. 

42. Dihapus. 

43. Dihapus. 

44. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan 

berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

45. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi 

yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementrian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang statistik. 

46. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar 

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui 

pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus 

dipenuhi Pelaku Usaha. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 4 

 

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman 

Modal, kecuali bidang usaha: 

a. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; 

atau  

b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. 

(2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. bidang usaha prioritas; 
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b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan 

dengan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah; 

c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan 

d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c. 

(3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. 

(4) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat 

komersial. 

(5) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk 

penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. budidaya dan industri narkotika golongan 1; 

b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; 

c. industri pembuatan senjata kimia; 

d. industri bahan kimia industri dan industri bahan 

perusak lapisan ozon;  

e. industri minuman keras mengandung alkohol; 

f. industri minuman keras mengandung alkohol: 

anggur; dan 

g. industri minuman mengandung malt. 

 

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 

Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4A 

 

(1) Ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah mengikuti kriteria modal 

usaha. 

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; 
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b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari             

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; dan 

c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

 

Pasal 4B 

 

(1) Badan usaha yang tergolong PMA dikategorikan sebagai 

usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum 

nilai investasi. 

(2) Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA, yaitu total 

investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per 

bidang KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek. 

(3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha: 

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, 

lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan adalah 

per 4 (empat) digit awal KBLI; 

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan 

minuman, lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan 

adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik 

lokasi; 

c. khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi, lebih 

besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu 

kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;  
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d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang 

menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) 

digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih 

besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) di luar tanah dan bangunan; atau 

e. khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan 

pengusahaan properti berlaku ketentuan: 

1) berupa properti dalam bentuk bangunan gedung 

secara utuh atau komplek perumahan secara 

terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih 

besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; 

atau 

2) berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) 

bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) 

kompleks perumahan secara terpadu, nilai 

investasi lebih besar dari  Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan 

bangunan. 

(4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c merupakan satu jenis kegiatan usaha jasa 

konstruksi, meliputi: 

a. usaha jasa konsultasi konstruksi; 

b. usaha pekerjaan konstruksi; atau 

c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. 

(5) Usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana pada 

dimaksud ayat (4) huruf a tidak dapat digabung dengan 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf b dan/atau ayat (4) huruf c. 

(6) Selain ketentuan nilai minimum investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bagi PMA diatur ketentuan 

minimum permodalan. 

(7) Ketentuan minimum permodalan bagi PMA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal 

ditempatkan/disetor paling sedikit                                         

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di 

daerah dilaksanakan dengan menerapkan sistem PTSP 

untuk percepatan penanaman modal.  

(2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, 

kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang 

singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung 

percepatan penanaman modal. 

(3) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota 

memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala 

DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

 

(1) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha 

di Daerah wajib melengkapi perizinan dan/atau non 

perizinan sesuai dengan bidang usahanya, kecuali 

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.  

(2) Perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP 

sesuai dengan kewenangan melalui Online Single 

Submission. 

(3) Perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dielenggarakan melalui PTSP. 

(4) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diselenggarakan oleh DPMPTSP. 

 

6. Pasal 20 dihapus. 
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7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 23 

 

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 

kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

8. Pasal 24 dihapus. 

9. Pasal 25 dihapus. 

10. Pasal 26 dihapus 

11. Pasal 27 dihapus. 

12. Pasal 28 dihapus. 

13. Pasal 29 dihapus. 

14. Pasal 30 dihapus. 

15. Pasal 31 dihapus. 

16. Pasal 32 dihapus. 

17. Pasal 33 dihapus. 

18. Pasal 35 dihapus. 

19. Pasal 36 dihapus. 

20. Pasal 37 dihapus. 

21. Ketentuan huruf g, huruf k, huruf o, dan huruf p ayat (1) 

Pasal 39 dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni 

huruf q dan huruf r, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 39 

 

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada 

penanam modal paling sedikit memenuhi kriteria:  

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat; 

b. menyerap banyak tenaga kerja daerah; 

c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan 

publik; 
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e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto; 

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

g. dihapus; 

h. termasuk pembangunan infrastruktur;  

i. melakukan alih teknologi;  

j. melakukan industri pionir; 

k. dihapus;   

l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan 

dan inovasi;  

m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi;  

n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, 

atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;  

o. dihapus; 

p. dihapus; 

q. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program 

prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau 

r. berorientasi ekspor. 

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) penanam modal harus memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Cabang di Daerah. 

(3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan 

penanaman modal sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) 

berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

22. Pasal 48 dihapus. 

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 49 

 

(1) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilakukan 

terhadap perkembangan realisasi penanaman modal 

serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan 

untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban 

kemitraan.  
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(2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap

setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi

pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat

kepatuhan pelaku usaha.

(3) Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku usaha 

mendapatkan Perizinan Berusaha. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan insidental.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu)

kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha

yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama,

pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

24. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal,

yakni Pasal 49A dan Pasal 49B sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 49A 

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

a. laporan pelaku usaha; dan

b. inspeksi lapangan.

(2) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha

kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan

kegiatan usaha.

(3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data

dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala

dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha

(4) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan

fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.

(5) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi

dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau

penyuluhan terkait kegiatan usaha.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan rutin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

Pasal 49B 

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (4) huruf b dapat dilakukan karena

adanya keadaan tertentu, yaitu:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku

usaha;

c. adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya

pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang

dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku

usaha.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk

memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan

pelaksanaan kegiatan usaha.

(4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan

kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat

dilakukan secara virtual.

(5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(6) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil

Pengawasan insidental diinput ke sistem Online Single

Submission Risk Based Approach setelah pelaksanaan

inspeksi lapangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan insidental

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota.
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25. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 50 

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap

bidang usaha dan/atau lokasi.

(2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui sistem Online Single Submission.

(3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan

Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum

dalam sistem Online Single Submission sesuai dengan

periode berjalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

26. Pasal 55 dihapus.

27. Pasal 56 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 57 

(1) Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 23, Pasal 47 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

29. Pasal 58 dihapus.

30. Pasal 59 dihapus.
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal  

Pj. WALI KOTA MADIUN, 

EDDY SUPRIYANTO 

Diundangkan di Madiun 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH, 

SOEKO DWI HANDIARTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2024 NOMOR 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI PERTAMA 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 70-7/2024 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG PENANAMAN MODAL  

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha Berbasis 

Risiko, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 

Penanaman Modal serta adanya perubahan nomenklatur Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, perlu untuk melakukan penyempurnaan 

pengaturan mengenai penanaman modal. Untuk menyesuaikan perubahan-

perubahan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Penanaman Modal, perlu dilakukan perubahan.  

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 

Pasal 1 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 
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Angka 4 

Dihapus. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Dihapus. 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Cukup jelas. 

Angka 16 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Cukup jelas. 

Angka 19 

Cukup jelas. 

Angka 20 

Dihapus. 

Angka 21 

Dihapus. 

Angka 22 

Dihapus. 
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Angka 23 

Cukup jelas. 

Angka 24 

Cukup jelas. 

Angka 25 

Cukup jelas. 

Angka 26 

Cukup jelas. 

Angka 27 

Cukup jelas. 

Angka 28 

Cukup jelas. 

Angka 29 

Cukup jelas. 

Angka 30 

Cukup jelas. 

Angka 31 

Cukup jelas. 

Angka 32 

Dihapus. 

Angka 33 

Dihapus. 

Angka 34 

Dihapus. 

Angka 35 

Dihapus. 

Angka 36 

Dihapus. 

Angka 37 

Dihapus. 

Angka 38 

Dihapus. 

Angka 39 

Dihapus. 

Angka 40 

Dihapus. 

Angka 41 

Dihapus. 
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Angka 42 

Dihapus. 

Angka 43  

Dihapus. 

Angka 44 

Cukup jelas. 

Angka 45 

Cukup jelas. 

Angka 46 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 4A 

Cukup jelas. 

Pasal 4B 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 20 

Dihapus. 

Angka 7 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 24 

Dihapus. 

Angka 9 

Pasal 25 

Dihapus. 

Angka 10 

Pasal 26 

Dihapus. 
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Angka 11 

Pasal 27 

Dihapus. 

Angka12 

Pasal 28 

Dihapus. 

Angka 13 

Pasal 29 

Dihapus. 

Angka 14 

Pasal 30 

Dihapus. 

Angka 15 

Pasal 31 

Dihapus. 

Angka 16 

Pasal 32 

Dihapus. 

Angka 17 

Pasal 33 

Dihapus. 

Angka 18 

Pasal 35 

Dihapus. 

Angka 19 

Pasal 36 

Dihapus. 

Angka 20 

Pasal 37 

Dihapus. 

Angka 21 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Angka 22 

Pasal 48 

Dihapus. 

Angka 23 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
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Angka 24 

Pasal 49A 

Cukup jelas. 

Pasal 49B 

Cukup jelas. 

Angka 25 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Angka 26 

Pasal 55 

Dihapus. 

Angka 27 

Pasal 56 

Dihapus. 

Angka 28 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Angka 29 

Pasal 58 

Dihapus. 

Angka 30 

Pasal 59 

Dihapus. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 
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